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Abstract 

The purpose of this study is to find out how to implement the Implementation of the Area Traffic Control 

System (ATCS) Program Policy at the Pekanbaru City Transportation Office. The ATCS program is an 

innovation in information technology-based traffic management which is expected to improve efficiency, safety, 

smooth flow of vehicles and reduce congestion and violations at road intersections in Pekanbaru City. The theory 

used to support the analysis of the policy implementation of the ATCS program is the Policy Implementation 

model developed by Van Meter and Van Horn. This research has six indicators, namely policy standards and 

objectives, resources, characteristics of implementing organizations, communication between organizations and 

implementation activities, attitudes of implementers and social, economic, and political environment.The research 

methods used are descriptive methods and qualitative approaches.The types and techniques used in data collection 

are: interview, observation and documentation. The data analysis technique was carried out with an interactive 

analysis model.The Key Informants of this study are Mr. Febrino, S.E as the Head of Traffic Engineering 

Management, and 6 informants. The results of this study show that in the implementation there are regulations 

that have not been fully implemented. This is evidenced by the fact that there are still findings of motorists violating 

traffic even though there has been CCTV camera monitoring with the ATCS system. The impact of ATCS on 

traffic smoothness has not been fully maximized and congestion is still frequent. It has not been carried out 

properly due to limited human resources in the operation and maintenance of ATCS, limited operational budget, 

limited infrastructure and technology, limited regulations related to ATCS technology, lack of awareness and 

education to the public, and lack of awareness and compliance from the public. 

Keywords: Policy Implementation, ATCS, Pekanbaru City Transportation Agency 

 

Abstrak 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Implementasi Kebijakan 

Program Area Traffic Control System (ATCS) Pada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. Program 

ATCS merupakan inovasi dalam pengelolaan lalu lintas berbasis teknologi informasi yang diharapkan 

dapat meningkatkan efisiensi, keselamatan, kelancaran arus kendaraan serta mengurangi kemacetan 

dan pelanggaran di persimpangan jalan Kota Pekanbaru. Teori yang digunakan untuk mendukung 

analisis implementasi kebijakan program ATCS ini yaitu,model Implementasi Kebijakan yang 

dikembangkan Van Meter dan Van Horn. Penelitian ini memiliki enam indikator yaitu standar dan 

sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, komunikasi antar organisasi dan 

kegiatan-kegiatan pelaksanaan, sikap para pelaksana dan lingkungan sosial, ekonomi, politik.  Metode 

penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Jenis dan Teknik yang digunakan dalam 

pengumpulan data yaitu: wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan 

dengan model analisis interaktif. Key Informan dari penelitian ini adalah Bapak Febrino, S.E selaku 

Kepala Bidang Manajemen Rekayasa Lalu Lintas, serta Informan berjumlah 6 orang. Hasil penelitian 

ini menunjukkan bahwa pada implementasi terdapat peraturan yang belum sepenuhnya terlaksana. 

Hal ini dibuktikan dengan masih adanya temuan pengendara yang melanggar lalu lintas meskipun 

telah ada pemantauan kamera CCTV dengan sistem ATCS. Dampak ATCS terhadap kelancaran lalu 
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lintas belum sepenuhnya maksimal dan kemacetan masih sering terjadi. Belum terlaksana dengan baik 

dikarenakan keterbatasan SDM dalam pengoperasian dan pemeliharaan ATCS, terbatasnya anggaran 

operasional, keterbatasan infrastruktur dan teknologi, keterbatasan regulasi terkait teknologi ATCS, 

kurangnya kesadaran dan edukasi kepada masyarakat, serta kurangnya kesadaran dan kepatuhan dari 

masyarakat. 

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, ATCS, Dinas Perhubungan Kota  Pekanbaru

 

Pendahuluan 

Di era yang serba modern ini teknologi sudah sangat berkembang dengan pesat. 

Kemajuan teknologi adalah sesuatu yang tidak bisa terhindarkan lagi dalam kehidupan 

manusia, karena kemajuan teknologi akan berjalan sesuai dengan kemajuan ilmu 

pengetahuan. Setiap inovasi atau kebaruan diciptakan untuk memberikan manfaat yang 

positif bagi kehidupan manusia. Teknologi juga memberikan banyak manfaat dan 

kemudahan, serta sebagai cara baru dalam melakukan aktivitas manusia. 

Permasalahan utamanya didapatkan di persimpangan jalan. Persimpangan adalah 

simpul pada jaringan jalan dimana lebih dari satu jalan bertemu dan lintasan kendaraan 

berpotongan. Persimpangan merupakan tempat rawan terjadinya kemacetan, karena di 

persimpangan terjadi pertemuan antara dua atau lebih arus Lalu-lintas. Bila arus Lalu-lintas 

yang berpotongan telah melalui kapasitas persimpangan, kemacetan tidak dapat dihindari. 

Selain itu persimpangan juga merupakan tempat yang rawan terhadap kecelakaan karena 

terjadinya konflik antara kendaraan dengan kendaraan lainnya ataupun antara kendaraan 

dengan pejalan kaki. Namun masalah lalu lintas sangat rumit karena keterlibatan berbagai 

parameter, di antaranya; arus lalu lintas bergantung pada waktu dimana jam sibuk lalu lintas 

umumnya terjadi pada pagi hari dan sore hari dan pada hari-hari kerja, sistem lampu lalu 

lintas yang ada bekerja dengan pengaturan waktu yang statis sehingga pengaturan lampu lalu 

lintas tidak sesuai dengan kondisi real-time pada persimpangan. 

Sistem pengendalian waktu nyala lampu lalu lintas yang ada saat ini sebagian 

besarnya masih menggunakan pengendalian waktu yang terpasang pada sistemnya tanpa 

menggunakan sistem pengendali otomatis jarak jauh. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 

Pasal 287 ayat (2) mengatur tentang pidana atau sanksi bagi pengendara yang melanggar 

lampu merah dengan pidana kurungan maksimal 2 bulan atau denda paling banyak 

Rp.500.000. Lalu lintas dan Angkutan Jalan diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 

Tahun 2009 yang mendefinisikan lalu lintas sebagai gerak kendaran dan orang diruang lalu 

lintas jalan.  Jika di dalam undang-undang ini juga mengatakan bahwa lalu lintas dan 

angkutan jalan sebagian dari sistem transportasi yang harus dikembangkan potensi dan 

perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran ekonomi 

dan pengembangan wilayah.  

Meskipun sudah ada Undang-Undang yang mengatur mengenai lalu lintas, tetapi 

tidak benar-benar menghilangkan permasalahan-permasalahan lalu lintas seperti kemacetan 

dan pelanggaran lalu lintas. . Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran lalu 

lintas, mulai dari melanggar rambu-rambu lalu lintas, melanggar lampu alat pemberi isyarat 

lalu lintas, melanggar marka jalan,  tidak menggunakan helm, tidak mematuhi petunjuk jalan, 

tidak menjaga jaga iring, angkutan barang melebihi muatan yang dibolehkan, hingga tidak 

lengkapnya surat-surat kendaraan dan surat izin mengemudi sebagaimana dalam Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 2009 pasal 106 poin 5 tentang Surat Tanda Nomor Kendaraan 

Bermotor; Surat Izin Mengemudi; Bukti Lulus Uji Berkala; Dan/ Atau  Tanda Bukti Lain Yang 
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Sah,  pola pikir masyarakat yang hanya takut melanggar jika ada petugas, akan tetapi ketika 

tidak ada petugas maka pengendara tidak merasa takut dan cenderung akan melakukan 

tindak pelanggaran lalu lintas. 

Dalam pengawasan dan mengatur Lalu lintas, serta masalah pelanggaran lalu lintas 

dan kemacetan yang semakin kompleks, Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru melaksanakan 

program Area Traffic Control System (ATCS). ATCS adalah sebuah sistem pengaturan lalu 

lintas bersinyal dan terkoordinasi yang diatur mencakup wilayah secara terpusat. Dengan 

ATCS maka Dinas Perhubungan dapat melakukan upaya manajemen rekayasa lalu lintas 

yang mengkoordinasikan semua titik-titik persimpangan jalan bersinyal dengan melalui 

pusat kontrol ATCS, sehingga dapat diperoleh suatu kondisi pergerakan Lalu lintas secara 

efisien.Tujuan utama Area Traffic Control System (ATCS) adalah untuk mengoptimalkan 

kinerja jaringan jalan melalui pengaturan lampu lalu lintas yang responsive dan terkoordinasi 

di persimpangan jalan. Sistem ini menggunakan teknologi informasi untuk mengatur lampu 

lalu lintas, sehingga dapat mengurangi kemacetan, meningkatkan kelancaran arus lalu lintas, 

meningkatkan keselamatan, dan memberikan informasi lalu lintas kepada pengguna jalan. 

Serta untuk mewujudkan ketertiban berlalu lintas. 

Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru bertindak sebagai pelakasana kebijakan, maka 

dibentuk tim pelaksana program ATCS yang bertugas mengelola pelaksanaan program ATCS 

di Kota Pekanbaru. Dalam menjalankan tugas yang bertindak sebagai pelaksana kebijakan, 

Dinas Perhubungan juga melakukan koordinasi dengan instansi lain seperti. Koordinasi yang 

dilakukan untuk mengatasi kemacetan, pelanggaran lalu lintas di Kota Pekanbaru melibatkan 

dua instansi yaitu Dinas Perhubungan dan Satlantas Kota Pekanbaru. Pelaksanaan program 

ATCS ini mulai diberlakukan di Kota Pekanbaru pada tahun 2018,  dimana ada 2 (dua) titik 

persimpangan yaitu di Jl. Gajah Mada-Diponegoro dan Jl. Jenderal Sudirman-Gajah Mada. 

ATCS ini program bantuan hibah dari Kementerian Perhubungan RI. Tujuannya adalah untuk 

efisiensi dan kenyamanan, meningkatkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran 

lalu lintas angkutan jalan raya. Selain itu juga untuk mengantisipasi dampak lingkungan dan 

pengintegrasian sistem transportasi di Pekanbaru. 

Berdasarkan data dari ATCS Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru 2024.jumlah Area 

Traffic Control System (ATCS) di Kota Pekanbaru saat ini hanya ada 5 titik lokasi ATCS yang 

terpasang yaitu di Jl. Soekarno Hatta-Arifin Ahmad, Jl. Jenderal Sudirman-Tuanku Tambusai, 

Jl. Gajah Mada-Diponegoro, Jl. Jendral Sudirman-Gajah Mada, Jl. Jenderal Sudirman-Harapan 

Raya. Jumlah titik CCTV belum memadai, sehingga perlu penambahan agar terlaksana lebih 

baik, yang mana di persimpangan jalan lampu lalu lintas terdapat masih banyak pelanggaran 

lalu lintas dan kemacetan yang tidak terpantau oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. 

Selain CCTV, alat pengeras suara di lampu merah atau disebut TPA (Traffic Police 

Announcement) masih kurang dan kalau pun ada masih terdapat yang tidak berfungsi atau 

rusak. Alat pengeras suara di lampu merah ini terhubung dengan CCTV dan berfungsi untuk 

menegur pengendara yang melanggar lalu lintas. Selain itu, pengeras suara di lampu merah 

juga bisa digunakan untuk menyampaikan himbauan penting, seperti penerapan protokol 

kesehatan. Ada petugas di ruang kontrol yang mengawasi dan kemudian langsung 

mengingatkan apabila ada pengguna jalan yang melanggar marka, rambu, atau pelanggaran 

lalu lintas lain. Tetapi dalam hal penerapan tersebut Dinas Perhubungan Pekanbaru hanya 

dapat menghimbau saja. Tidak dapat melakukan sanksi tilang seperti E-TLE, hal ini tidak 

terlalu efektif bagi pada pengguna jalan karena hanya terkesan mengingatkan saja dan tidak 

ada upaya lanjutan berupa sanksi yang tegas terhadap pelanggaran tersebut. 
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Tinjauan Pustaka 

Konsep Administrasi Publik 

Dimock dan Dimock dalam (Hajar Malawat, 2022) menjelaskan bahwa kata 

administrasi berasal dari kata “ad” dan “minister” yang berarti juga “to serve”. Jadi dapat 

dipahami bahwa yang dimaksud dengan administrasi adalah suatu proses pelayanan atau 

pengaturan. 

Menurut Harbani Pasolong (2010:8) administrasi publik adalah kerja sama yang 

dilakukan oleh sekelompok orang atau lembaga dalam melaksanakan tugastugas 

pemerintahan dalam memenuhi kebutuhan public secara efisien dan efektif. 

Konsep Organisasi 

Menurut Malawat (2022), menyatakan organisasi adalah setiap bentuk persekutuan 

antara dua orang atau lebih yang bekerja serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian 

suatu tujuan yang telah ditentukan, dalam ikatan mana terdapat seseorang atau sekelompok 

orang yang disebut atasan dan seseorang atau kelompok orang yang disebut bawahan. 

Menurut Siagian (2003:6) menyatakan bahwa organisasi ialah setiap bentuk 

persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja serta secara formal terikat dalam rangka 

pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yang terdapat seorang atau 

beberapa orang yang disebut atasan dan seseorang atau sekelompok orang yang disebut 

dengan bawahan. 

Konsep Manajemen 

Manajemen menurut Siagian (2003:5) didefinisikan dari dua sudut pandang, yaitu 

sebagai proses penyelenggaraan berbagai kegiatan dalam rangka penerapan tujuan dan 

sebagai kemampuan atau keterampilan orang yang menduduki jabatan material untuk 

memperoleh sesuatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang 

lain. 

Menurut George R. Terry dalam (Maksudi, 2017) merumuskan fungsifungsi 

manajemen populer disingkat menjadi POAC, Planning (Perencanaan), Orgnizing 

(Pengorganisasian), Actuating (Penggerakan), dan Controlling (pengawasan). 

Konsep Implementasi 

Implementasi secara harfiah sering dipersamakan dengan sebuah pelaksanaan, 

implementasi sebagai sebuah konsep memiliki cakupan makna dan pengertian yang jauh 

lebih luas dari sekedar sebuah kata pelaksanaan dari sebuah harapan dan keinginan (Jumroh, 

2022: 41) 

Sementara itu, menurut Marilee S. Grindle (1980) juga memberikan pandangan 

tentang Implementasi yang dikutip dalam (Kasmad, 2013) dengan mengatakan bahwa secara 

umum, tugas implementasi adalah membentuk suatu kaitan yang memudahkan tujuan-

tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah. 

Konsep Kebijakan Publik 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep 

dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, 

kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dsb); pernyataan cita-

cita, tujuan, prinsip, dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran. 

(Penjaiitan & Pardede, 2021). 
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Anggra (2014) dalam (Dewi, 2022) mendefinsikan kebijakan publik adalah suatu 

rangkaian keputusan yang saling memiliki hubungan yang diterbitkan oleh badan dan 

pejabat-pejabat pemerintah. Suatu kebijakan memiliki kaitan dengan proses pengambilan 

keputusan yang bertujuan untuk melanjutkan suatu tindakan yang akan dilakukan.  

Program Area Traffic Control System (ATCS) 

Program Area Traffic Control System (ATCS) merupakan suatu program 

pengendalian lalu lintas berbasis teknologi informasi pada suatu kawasan yang bertujuan 

untuk mengoptimalkan kinerja jaringan jalan melalui optimasi dan koordinasi pengaturan 

lampu lalu lintas disetiap persimpangan.  

Area Traffic Control System (ATCS) atau dalam bahasa Indonesia diartikan Sistem 

Kendali Lalu Lintas merupakan salah satu dari upaya manajemen rekayasa lalu lintas yaitu 

pengendalian lalu lintas pada persimpangan yang bertujuan untuk mengatasi kemacetan dan 

pelanggaran lalu lintas. ATCS ini merupakan suatu sistem yang mengatur persimpangan jalan 

dan bisa memperingati melewati CCTV bersuara kepada pengendara yang terlihat melanggar 

marka jalan dan rambu lalu lintas. 

 

Metode 

Jenis Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang 

berupaya menganalisis dan menggambarkan objek atau subjek yang diteliti sesuai dengan 

faktanya, serta menjelaskan variabel yang diteliti. Tipe Penelitian yang digunakan oleh 

peneliti merupakan penelitian deskriptif yang bersifat mendeskripsikan “makna data” atau 

fenomena yang dapat ditangkap oleh peneliti,dengan menunjukkan bukti-buktinya dan 

menganalisisnya yang menggambarkan tentang keadaan yang sebenarnya tentang 

Implementasi Kebijakan Program Area Traffic Control System (ATCS) Pada Dinas 

Perhubungan Kota Pekanbaru. 

 

Hasil dan Pembahasan 

Standar dan Sasaran Kebijakan 

Dalam implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn indikator pertama 

ialah standar dan sasaran kebijakan. Van Meter dan Van Horn mengemukakan bahwasanya 

dalam mengukur kinerja suatu implementasi kebijakan, para implementor harus mencapai 

standar dan sasaran kebijakan yang harus terurai dengan jelas sehingga para implementor 

dapat mengerti, memahami dan melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan. Dalam 

indikator standar dan sasaran kebijakan ini terdapat 2 (Dua) sub indikator yaitu kesesuaian 

standar pelaksanaan dengan kenyataan dan tercapainya sasaran dan tujuan kebijakan ATCS 

yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. 

Berdasarkan hasil observasi serta wawancara penulis mengenai Standar Dan Sasaran 

Kebijakan, pada sub indikator Kesesuaian Standar Pelaksanaan Dengan Kenyataan 

menunjukkan bahwa secara konseptual, program Area Traffic Control System (ATCS) di 

Pekanbaru sudah sejalan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas 

dan Angkutan Jalan, serta pedoman nasional Kementerian Perhubungan.Namun, dalam 

praktiknya, Implementasi ATCS di Pekanbaru masih menghadapi berbagai kendala yang 

menyebabkan sistem ini belum sepenuhnya optimal. Seperti keterbatasan sumber daya, 

infrastruktur dan anggaran yang menyebabkan cakupan ATCS masih terbatas dan belum 

merata di seluruh wilayah kota. Masyarakat juga merasakan ketidaksesuaian antara harapan 
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dan realita. Meskipun kamera CCTV terpasang, penindakan pelanggaran. Hal ini membuat 

masyarakat mempertanyakan efektivitas ATCS dalam mengurangi kemacetan dan 

pelanggaran lalu lintas. 

Berdasarkan hasil observasi serta wawancara penulis mengenai Standar Dan Sasaran 

Kebijakan, pada sub indikator Tercapainya Sasaran dan Tujuan ATCS menunjukkan bahwa 

pada dasarnya sasaran dan tujuan ACTS untuk mengoptimalkan kinerja jaringan jalan melalui 

pengaturan dan koordinasi lampu lalu lintas di persimpangan jalan, serta meningkatkan 

kelancaran lalu lintas, mengurangi kemacetan dan meningkatkan keselamatan pengguna 

jalan.  Sedangkan yang terjadi di Pekanbaru sasaran dan tujuan ACTS masih belum optimal 

atau tercapai, karena keterbatasan sumber daya, infrastruktur dan anggaran yang 

menyebabkan cakupan ATCS masih terbatas dan belum merata di seluruh wilayah kota. Serta 

tidak ada penindakan hukum yang dilakukan terhadap pengendara yang melanggar lalu 

lintas. Jadi, masih ada pekerjaan yang harus dilakukan Dishub guna untuk tercapainya 

sasaran dan tujuan program ATCS ini.  

 

Sumber Daya 

Dalam implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn indikator kedua 

ialah sumber daya. Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung pada 

kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Sumber Daya yang dimaksud adalah 

Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas serta sumber daya lain (finansial dan waktu). 

Dalam indikator sumber daya ini terdapat 2 (Dua) sub indikator yaitu Tersedianya Sumber 

Daya Manusia (SDM) dan Tersedianya Sumber Daya Non- Manusia (Sarana, Prasarana, dan 

Anggaran). 

Berdasarkan hasil observasi serta wawancara penulis mengenai Sumber Daya, pada 

sub indikator tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) menunjukkan bahwa Idealnya, 

operasional ATCS yang berjalan 24 jam penuh sesuai standar nasional membutuhkan 

setidaknya tiga shift kerja, masing-masing dengan dua hingga tiga personel. Namun, karena 

keterbatasan pegawai, tim hanya mampu mengisi dua shift per hari, sehingga shift malam 

tidak dapat dijalankan. 

Sedangkan berdasarkan hasil observasi serta wawancara penulis mengenai Sumber 

Daya, pada sub indikator tersedianya Sumber Daya Non Manusia (Sarana, prasarana dan 

anggaran) menunjukkan bahwa secara umum, operasional ATCS di Pekanbaru telah 

didukung oleh sejumlah sarana dan prasarana dasar. Namun, jumlah kondisi peralatan ini 

masih jauh dari ideal. Beberapa kamera CCTV sudah tua (lebih dari lima tahun) dengan 

kualitas gambar yang menurun dan banyak titik baru yang belum terjangkau oleh sistem 

ATCS karena keterbatasan anggaran dan perangkat. Meskipun ruang kontrol sudah cukup 

memadai dari sisi fasilitas dasar, sistem monitoring masih belum optimal. Perangkat lunak 

yang digunakan belum sepenuhnya mendukung fitur analisis lalu lintas otomatis, sehingga 

banyak proses yang masih harus dilakukan secara manual oleh operator. 

 

Karakteristik Organisasi Pelaksana 

Dalam implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn indikator ketiga 

ialah Karakteristik Organisasi Pelaksana. Karakteristik organisasi pelaksana yang 

mempengaruhi implementasi kebijakan publik mencakup struktur organisasi, standar dan 

tujuan kebijakan, sumber daya, sikap pelaksana, komunikasi antar organisasi, serta 
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lingkungan ekonomi, sosial, dan politik. Dalam indikator karakterisstik organisasi pelaksana 

ini terdapat 2 (Dua) sub indikator yaitu organisasi pelaksana yang terlibat dalam kebijakan 

dan ruang lingkup implementasi kebijakan. 

Berdasarkan hasil observasi serta wawancara penulis mengenai Karakteristik 

Organisasi Pelaksana, pada sub indikator Organisasi Pelaksana Yang Terlibat Dalam 

Kebijakan menunjukkan bahwa koordinasi antarorganisasi sudah berjalan cukup baik, serta 

komunikasi aktif dan kesamaan visi menjadi kunci keberhasilan program, beberapa tantangan 

teknis dan birokrasi masih ada, terutama dalam berbagi data dan penindakan pelanggaran 

karena perbedaan regulasi dan wewenang. Namun, rapat koordinasi lintas sektor rutin 

diadakan untuk menyamakan persepsi dan mengatasi hambatan, menunjukkan komitmen 

bersama untuk mengoptimalkan ATCS di Kota Pekanbaru. 

Demikian berdasarkan hasil observasi serta wawancara penulis mengenai 

Karakteristik Organisasi Pelaksana, pada sub Ruang Lingkup Implementasi Kebjakan 

menunjukkan bahwa ruang lingkup pelaksanaan ATCS masih terbatas di sekitar lima 

persimpangan utama. Wilayah pinggiran atau persimpangan sekunder belum tersentuh 

ATCS karena keterbatasan sarana, sumber daya manusia dan anggaran. Oleh karena itu, 

cakupan ATCS di Pekanbaru bersifat bertahap dan terbatas, disesuaikan dengan prioritas lalu 

lintas dan kapasitas yang tersedia. Kebijakan ini tidak hanya terbatas pada pengaturan teknis 

lalu lintas, tetapi juga mendukung penegakan hukum dan pelayanan informasi lalu lintas 

kepada masyarakat melalui koordinasi dengan pihak kepolisian. 

 

Komunikasi Antar Organisasi dan Kegiatan-Kegiatan Pelaksanaan 

Dalam implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn indikator keempat 

ialah Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana. Pada tahap ini menekankan pada 

koordinasi komunikasi mekanisme diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses 

implementasi. Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi 

kebijakan publik.Dalam indikator Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana ini 

terdapat 2 (Dua) sub indikator yaitu pengambilan keputusan dalam pelaksanaan kegiatan dan 

komunikasi yang tepat dan akurat. 

Berdasarkan hasil observasi serta wawancara penulis mengenai Komunikasi Antar 

Organisasi dan Kegiatan-Kegiatan Pelaksana , pada sub Pengambilan Keputusan Dalam 

Pelaksanaan Kegiatan menunjukkan bahwa proses pengambilan keputusan dalam 

pelaksanaan operasional ATCS di Kota Pekanbaru dilaksanakan secara kolaboratif dan 

berbasis data. Data lalu lintas yang dikumpulkan dari kamera dan sensor dianalisis oleh tim 

teknis untuk mendukung pengambilan keputusan yang tepat dan cepat. Untuk keputusan 

yang menyangkut tindakan penertiban atau penegakan hukum, Dishub selalu berkoordinasi 

dengan pihak kepolisian. Hambatan atau tantangannya adalah dalam hal respon cepat antar 

instansi ketika menghadapi kondisi darurat, seperti kecelakaan lalu lintas atau kemacetan 

mendadak, yang seringkali terhambat oleh perbedaan prosedur atau keterbatasan akses 

langsung ke sistem ATCS. Keterlambatan dalam berbagi informasi juga masih terjadi karena 

belum semua pihak memiliki akses yang sama terhadap data real-time. 

Sedangkan berdasarkan hasil observasi serta wawancara penulis mengenai 

Komunikasi Antar Organisasi dan Kegiatan-Kegiatan Pelaksana , pada sub Komunikasi Yang 

Tepat dan Akurat menunjukkan bahwa Dinas Perhubungan secara aktif menjalin koordinasi 

dengan berbagai instansi terkait, seperti Satlantas, Dinas Komunikasi dan Informatika, serta 
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pihak-pihak teknis lainnya. Komunikasi dilakukan baik secara formal melalui rapat 

koordinasi, surat menyurat, dan laporan resmi, maupun secara informal melalui media digital 

seperti grup WhatsApp, panggilan cepat dan koordinasi langsung di lapangan. Namun, 

pelaksanaan komunikasi lintas sektor juga menghadapi tantangan, seperti gangguan teknis 

pada jaringan internet, gangguan listrik, serta kerusakan perangkat ATCS di beberapa titik. 

Dari sisi masyarakat, informasi lalu lalu lintas dari ATCS umumnya diperoleh dari media 

sosial seperti Instagram. Meskipun dirasa cukup membantu, penyampaian informasi ini 

masih terbatas dan tidak dilakukan secara rutin, sehingga masyarakat terkadang lebih 

mengandalkan pengamatan langsung di lapangan. 

 

Sikap Para Pelaksana 

Dalam implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn indikator kelima 

ialah Sikap Para Pelaksana. Sikap para pelaksana kebijakan (implementor) sangat penting 

dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Sikap mereka, baik penerimaan maupun 

penolakan, dapat mempengaruhi hasil akhir dari kebijakan tersebut. Penting bagi para 

pelaksana untuk memahami standar dan tujuan kebijakan serta memiliki komitmen untuk 

mencapainya.Dalam indikator Sikap Para Pelaksana ini terdapat 2 (Dua) sub indikator yaitu 

pemahaman/pengetahuan kebijakan oleh para pelaksana dan sikap pelaksana terhadap 

menerima atau tidak kebijakan. 

Berdasarkan hasil observasi serta wawancara penulis mengenai Sikap Para 

Pelaksana,pada sub Pemahaman/Pengetahuan Kebijakan Oleh Para Pelaksana menunjukkan 

bahwa para pelaksana kebijakan program ATCS, khususnya di bidang manajemen rekayasa 

lalu lintas dan pengendalian ATCS memiliki pemahaman yang komprehensif terhadap 

kebijakan program ini. Pemahaman ini dibangun melalui pelatihan teknis dan pemahaman 

kebijakan sejak awal implementasi, serta didukung oleh pembaruan informasi dan sosialisasi 

internal yang rutin. Namun demikian, terdapat catatan penting dari sisi masyarakat, yakni 

masih minimnya edukasi langsung dari petugas ATCS di lapangan. Sebagian besar 

masyarakat memperoleh informasi hanya melalui media sosial. 

Sedangkan Berdasarkan hasil observasi serta wawancara penulis mengenai Sikap Para 

Pelaksana , pada sub Sikap Pelaksana Terhadap Menerima Atau Tidak Kebijakan 

menunjukkan bahwa para pelaksana ATCS sudah menunjukkan sikap yang sangat positif dan 

menerima kebijakan ATCS dengan baik. Mereka menjalankan tugas sesuai aturan, seperti 

memantau pelanggaran, mengarahkan lalu lintas dan berkoordinasi dengan kepolisian saat 

terjadi kecelakaan atau kemacetan. Namun, dari sisi masyarakat tentang para pelaksana ATCS 

ini, masih minimnya edukasi langsung dari petugas ATCS di lapangan. Untuk mencapai 

tujuan kebijakan ATCS secara optimal dan menyeluruh, petugas perlu lebih aktif dalam 

melakukan sosialisasi langsung kepada masyarakat. 

 

Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik 

Dalam implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn indikator keenam 

ialah Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik. Hal yang perlu diperhatikan guna menilai 

kinerja implementasi kebijakan publik dalam perspektif yang ditawarkan oleh Van Meter dan 

Van Horn adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan 

publik yang telah ditetapkan. Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik yang tidak kondusif 

dapat menjadi penyebab dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Dalam indikator 
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Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik ini terdapat 2 (Dua) sub indikator yaitu lingkungan 

yang dapat mendukung keberhasilan pelaksanaan dan dukungan dari kelompok 

kepentingan. 

Berdasarkan hasil observasi serta wawancara penulis mengenai Lingkungan Sosial, 

Ekonomi dan Politik , pada sub Lingkungan Yang Dapat Mendukung Keberhasilan 

Pelaksanaan menunjukkan bahwa dari aspek lingkungan sosial, dukungan dari terhadap 

pelaksanaan ATCS tergolong cukup positif. Masyarakat menaruh harapan besar terhadap 

efektivitas program ATCS ini dalam mengatasi kemacetan dan mengurangi pelanggaran lalu 

lintas. Walaupun kesadaran dan kedisiplinan pengendara yang belum sepenuhnya sesuai 

dengan tujuan program. Selain itu, aspek ekonomi juga menjadi faktor penentu keberhasilan 

program ini. Dukungan anggaran dan bantuan pengadaan peralatan melalui Dana Alokasi 

Khusus (DAK) dari Kementerian Perhubungan juga menjadi penopang penting dalam 

menjaga keberlangsungan dan pengembangan sistem ATCS. Oleh karena itu, dapat 

disimpulkan bahwa keberhasilan ATCS tidak hanya bergantung pada teknologi dan 

pelaksana, tetapi juga pada dukungan masyarakat, koordinasi lintas sektor, serta ketersediaan 

sumber daya ekonomi yang memadai.  

Sedangkan Berdasarkan hasil observasi serta wawancara penulis mengenai 

Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik , pada sub Dukungan Dari Kelompok Kepentingan 

menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan ATCS di Pekanbaru melibatkan berbagai 

kelompok kepentingan yang krusial, baik secara langsung maupun tidak langsung. 

Kelompok-kelompok ini mencakup Pemerintah Daerah dan Pusat, masyarakat, Satuan Lalu 

Lintas (Satlantas) Polresta Pekanbaru, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan 

Persandian ( Diskominfotik). Masing-masing memiliki peran spesifik. Meskipun terdapat 

tantangan seperti perbedaan prioritas antar instansi, kendala sinkronisasi jadwal dan 

hambatan birokrasi dalam pengadaan integrasi sistem, koordinasi antarpihak secara umum 

berjalan cukup baik. Forum lintas sektor yang rutin dilaksanakan menjadi wadah efektif 

dalam menjaga komunikasi dan keharmonisan antar kelompok kepentingan. Dengan adanya 

kolaborasi ini, implementasi kebijakan ATCS dapat terus berjalan secara optimal dan 

mendapat dukungan penuh dari seluruh pemangku kepentingan.   

 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka 

kesimpulan pada penelitian ini adalah Implementasi kebijakan program Area Traffic Control 

System (ATCS) pada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru telah dilaksanakan dengan 

pendekatan yang cukup terstruktur dan berorientasi pada peningkatan efisiensi lalu lintas di 

kawasan perkotaan. ATCS ini diterapkan untuk mengoptimalkan kinerja jaringan jalan 

melalui pengaturan lampu lalu lintas yang responsive dan terkoordinasi di persimpangan 

jalan. Sistem ini menggunakan teknologi informasi untuk mengatur lalu lintas yang 

terintegrasi dengan command center atau pusat kendali, sehingga dapat mengurangi 

kemacetan, meningkatkan efisiensi lalu lintas, meningkatkan keselamatan, memberikan 

informasi lalu lintas kepada pengguna jalan, serta menindak pelanggaran secara real-time 

dengan menggunakan pengeras suara melalui sistem pemantauan kamera CCTV di ruang 

kendali ATCS. Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kebijakan 

ini telah dilaksanakan dengan upaya yang cukup baik oleh Dinas Perhubungan, masih 

terdapat berbagai kendala yang menghambat efektivitas pelaksanaannya. Perlu upaya 
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peningkatan di berbagai aspek, baik dari sisi teknis, kelembagaan, hingga partisipasi 

masyarakat agar program ini berjalan lebih optimal dan berkelanjutan di masa depan.  

Faktor yang mempengaruhi kebijakan program Area Traffic Control System (ATCS) 

Pada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru yakni faktor pendukungnya seperti adanya 

dukungan dari pemerintah pusat dan daerah, adanya koordinasi dan kolaborasi antar instansi 

seperti Satlantas Polresta Pekanbaru untuk penegakan hukum dan penyesuaian pola lalu 

lintas. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfotik) juga penting 

untuk dukungan jaringan dan publikasi,  ketersediaan data lalu lintas secara real-time yang 

bisa digunakan untuk pengambilan kebijakan berbasis bukti. Data ini menjadi alat penting 

dalam menganalisis kepadatan lalu lintas, titik rawan kemacetan dan waktu respons insiden 

lalu lintas, serta partisipasi dan kesadaran masyarakat sangat mempengaruhi efektivitas 

program ATCS ini dalam mengatur dan mengendalikan lalu lintas secara otomatis dan efisien. 

Sedangkan faktor penghambatnya seperti keterbatasan anggaran, keterbatasan infrastruktur 

dan perangkat teknologi, keterbatasan sumber daya pemeliharaan dan pengembangan sistem 

ATCS, kurangnya kesadaran dan kepatuhan dari masyarakat, keterbatasan regulasi tentang 

teknologi, ketergantungan pada teknologi dan cuaca, serta kurangnya sosialisasi dan edukasi 

kepada masyarakat. Hal ini berdampak pada rendahnya pemahaman publik tujuan dan 

fungsi dari sistem ATCS. 
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